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BAB V  

PENUTUP 

 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan yang diperoleh, maka 

dapat diambil kesimpulan yaitu: 

a) Dalam pelaksanaan peran Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat 

untuk mencegah lonjakan pertumbuhan penduduk melalui pencegahan 

pernikahan diusia dini. Pemerintah memiliki dua peran yaitu peran 

sebagai regulator dan katalisator. Sebagai Regulator Pemerintah 

Lombok Barat  menerbitkan kebijakan berupa Perbup Nomor 30 Tahun 

2018 Tentang Pencegahan Perkawinan Usia Anak Dan Perda Nomor 9 

Tahun 2019 Tentang Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP). Dan 

sebagai katalisator, pemerintah melalui DP2KBP3A membuat sebuah 

program yaitu GAMAK (Gerakan Anti Merarik Kodek) serta program 

Gawe Bajang Bercerite yang berkerja sama dengan PKBI (Persatuan 

Keluarga Berencana Indonesia) dan beraliansi dengan lembaga 

independen Yes I Do . 

b) Faktor penghambat pemerintah daerah dalam mencegah pernikahan 

usia dini di lombok barat yaitu, Adat istiadat/budaya, pendidikan, 

ekonomi, dan keluarga. 

5.2. Saran 

Untuk lebih meningkatkan “Peran Pemerintah Daerah Dalam 

Pengendalian Pertumbuhan Penduduk Melalui Pencegahan Pernikahan Dini 

di Kabupaten Lombok Barat”. Ada beberapa saran yang dapat dijadikan 
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pertimbangan yaitu Pemerintah harus membuat sebuah peraturan yang lebih 

khusus lagi terkait indikator seorang yang boleh menikah, baik itu mulai dari 

bentuk tubuh, mental dan keterampilan. 

a) Pemerintah Daerah Lombok Barat harus membuat sebuah kebijakan 

yang lebih khusus lagi terkait persoalan pernikahan usia dini dan 

disertakan dengan saksi yang tegas serta membuat suatu sistem kontrol 

terhadap kebijakan  ataupun program yang akan dilaksanakan dan 

menertibkan sistem administrasi kependudukan. 

b) Memberikan pemahaman tentang kebiasaan-kebiasaan yang kurang 

sesuai dengan tujuan pernikahan agar pola pikir masyarakat yang masih 

tradisional menjadi logis dan realistis terhadap pernikahan melalui agen 

pembaharu dan tokoh masyarakat yang berpengaruh terhadap 

masyarakat desa. Serta memperkuat sosialisasi ke instasi pendidikan 

seperti sekolah baik tingkat TK, SD sampai SMA. 
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